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KETENTUAN UMUM HUKUM PROGRESIF

A. Pengertian Hukum Progresif
1. Definiss Hukum Progresif
Progresif adalah kata yang berasal dari bahasg &siggris)
yang asal katanya adalplogressyang artinya majuProgressiveadalah
kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. HukBrogresif berarti
hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif reedarfiah ialah,
favouring new, modern ideashappening or developing steadily
(menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, tiparisatau
perkembangan yang mantap), atau berhasrat maplu g&bih) maju,
meningkat
Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hakuyang
diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasmsi dasar bahwa
hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo raegpaatin dengan
rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkargba Indonesia,
dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam lgdaukum itu sendiri.
Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan miastdagan gagasan
tentang hukum progresif.
Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri ddala

mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yangas& dalam

! Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Editiorifdisi ketiga Oxford: Oxford
University Press, him. 342.

2 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Bartamus llmiah PopulerSurabaya: Arkola,
2001, him. 628.
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teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagabbosan.
Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip balkuenradalah untuk
manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak wttuk dirinya
sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luatiyantuk harga diri
manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemutiaansia’

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjiptear@gm
tersebut berarti hukum progresif adalah serangkdiadakan yang
radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasukbabrperaturan-
peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih beaguarutama dalam
mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaankdaejahteraan
manusia.

Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwamhuku
progresif adalah hukum yang melakukan pembebasak,dalam cara
berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga pmamembiarkan
hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasmgagabdi kepada
manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasarkeberpihakan
dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukutajlser untuk
menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semhyatf

Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di &maglalam
situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, mes#ak sedramatis
dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi upahan yang

fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dekghmat dari

% Satjipto Rahardjoviembedah Hukum Progresifakarta: Kompas, 2007, him. 154.
* Satjipto Rahardjollmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan PenceraBamakarta:
Muhammadiyah Press University, 2004, him. 17.
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yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkiodéék menjadi satu
kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandamgjastik dalam ilmu
(hukum).

Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaraioner
bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagiang saling
berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengaselkeihannya.
Misalnya saja untuk memahami manusia secara utiak tukup hanya
memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak, s&jtapi harus
dipahami secara menyelurtih.

Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaraguatu
perubahan penting dalam metodologi ilmu dan selyaikmukum juga
memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamantara
metode Newton yang linier, matematis dan determiintengan metode
hukum yanganalytical-positivismataurechtdogmatiekaitu bahwa alam
(dalam terminology Newton) atau hukum dalam terraigopositivistic
(Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistemgygersusun logis,
teratur dan tanpa cact.

Analogi terkait ilmu fisika dengan teori Newton &ajlapat

berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang mengdabbm

® Ibid, him. 18.

® Analytical-positivismataurechtdogmatieladalah suatu paham dalam ilmu hukum yang
dilandasi oleh gerakan positivisme. Gerakan ini colirpada abad ke sembilanbelas sebagai
counter atas pandangan hukum alam. Satjipto Rahaitjmy Hukum Bandung: Citra Aditya
Bhakti, 2006, him. 260.
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positivisme’ Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memagdaa
yang disebut hukum, artinya lingkungan yang berutiah berkembang
pastilah akan perlahan merubah sistem hukum ter8ebu

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap
kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis b&akara spesifik
hukum progresif antara lain bisa disebut sebagkiitmuyang pro rakyat
dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progmediflah hukum
tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkatulu suatu tujuan
yang berada di luar dirinya.Oleh karena itu, hukum progresif
meninggalkan tradisinalytical jurisprudenceataurechtsdogmatiek

Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukuagian
membicarakan serta melakukan analisis ke dalamsudmya hukum
sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai aelsé&gfematis dan
logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mdakam responsif ini
hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuanudr Inarasi tekstual

hukum itu sendirt®

" Positivisme adalah salah satu aliran dalam fitsgtori) hukum yang beranggapan,
bahwa teori hukum itu hanya bersangkutpaut dengawrh positif saja. Ilmu hukum tidak
membahas apakah hukum positif itu baik atau butak,tidak pula membahas soal efektivitasnya
hukum dalam masyarakat. Lihat Achmad RoestaRégponsi Filsafat HukynBandung: Armico,
1992, him. 80.

8 Satcipto Rahardjo beranggapan bahwa teori bukanase yang telah jadi, tetapi
sebaliknya akan semakin kuat mendapat tantangan loEbagai perubahan yang terus
berlangsung, dan kemudian selanjutnya akan labii-teori baru sebagai wujud dari perubahan
yang terus berlangsung tersebut. Lihat Turimsl@mahami Hukum Progresif Prof. Satjipto
Rahardjo Dalam Paradigma “Thawaf’ (Sebuah Komtengpl®8agaimana Mewujudkan Teori
Hukum Yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indondsiakalah pada Program Doktor limu
Hukum Universitas Diponegoro. (diambil tanggal 2&sBmber 2010).

® Karakter progresif dicirikan oleh kecenderungamlgaalar kritis dan keberpihakan
pada keadilan dan kemanusiaan.

19 satjipto Rahardjollmu Hukum:; Pencarian, Pembebasan dan Pencerabprit, him.

19.
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Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya&artaikum
progresif juga dekat dengasociological jurisprudencedari Roscoe
Pound™ Hukum progresif juga mengundang kritik terhadaptesn
hukum yang liberal, karena hukum Indonesia punttorewarisi sistem
tersebut. Satu moment perubahan yang monumenjatiitggada saat
hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikiareka hukum
modern bergeser dari tempatnya sebagai institusicgre keadilan
menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yanmengikuti
kehadiran hukum modern harus menjalani suatu peakanbtotal untuk
disusun kembali menjadi institusi yang rasional bimokratis. Akibatnya
hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yaaf yang disebut
sebagai hukun?

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukgm r
tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaarg yaerfungsi
memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asgamgi mendasari
progresifisme hukum adalah pertama hukum ada umakusia dan
tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selaludder pada statdaw in
the makingdan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah itost yang

bermoral kemanusiaan.

' Teori yang sering dikemukakannya adalav as a tool of sosial engineering
Menurutnya tujuan darsosial engineeringadalah untuk membangun suatu struktur masyarakat
sedemikian rupa sehingga secara maksimum dicapaakan akan kebutuhan dengan seminimum
mungkin terjadi benturan dan pemborosan. Lihat doliewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical
Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudencard&erkembangan Hukum Indonesia, dalam
Al-Ahkam XX, Edisi Il Oktober 2009, him. 19.

12 Satjipto Rahardjollmu Hukum:; Pencarian, Pembebasan dan Pencerabprit, him.

20.
3 bid.
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Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria huprogresif

adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan daahkglman
manusia.

2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat

3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan uoielip
dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerala panah
praktik melainkan juga teori.

4. Bersifat kritis dan fungsional.

2. Keterkaitan Hukum Progresif Dengan Teori Lain
Satjipto Rahardjo menyebut sedemikian banyak aliran
pemikiran yang berdekatan atau berbagi dengan pramikhukum
progresif. Sebagian besar di antaranya dikenalselaéiran-aliran klasik
dalam filsafat hukum. Sebagian lagi termasuk kardajjerakan berpikir
dalam hukum atau suatu teori hukum. Pemikiran-pearnkersebut akan
disajikan secara berurutan di bawah ini.
a) Hukum Progresif dan Aliran Hukum Kodr at
Menurut Satjipto Rahardjo, kedekatan aliran hukuodrat*

dengan hukum progresif terletak pada kepeduliarteylasadap hal-hal

4 Sebagai suatu nama aliran, penggunaan istilamatialhukum kodrat" merupakan
pilihan yang dirasakan lebih baik daripada "aliratkum alam"”. Jika meminjam kategorisasi John
Austin, posisi hukum kodramétural law) masuk dalam kriteria hukum yang sebenatgsvg
properly so callell sedangkan hukum alaney of naturg@ adalah suatu hukum yang bukan
sebenarnyaldws imporperlyso called karena berasal dari hasil metafora. Baca JohrtiAus
dalam Mark R. Mac Guigadurisprudence: Readings and CaSawonto: University of Toronto
Press, 1966, him. 130-142.
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yang oleh Hans Kelsen disebut sebageaia-juridical Beliau menulis
sebagai berikut: "Teori hukum alam mengutamak@nsearch of justice’
daripada lainnya, seperti dilakukan oleh aliranliiteaHukum progresif
mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besatipadia
menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peratdtan.

Ada beberapa hal yang perlu diberikan catatan @¢asyataan
Satjipto Rahardjo di atas. Pertama, nilai keadilan kemanusiaan pada
aliran hukum kodrat memiliki dimensi yang lebih dudaripada aliran
filsafat hukum manapun. Aliran hukum kodrat mel&tak dimensi
keadilan dan kemanusiaan secara universal, bukékypar.'®

Hal kedua adalah bahwa gagasan pemikiran aliranrhikodrat
bertolak dari filsafat idealisme, sesuatu yangktiklap dengan keinginan
Satjipto Rahardjo untuk menjadikan hukum sebagaititusi yang
dibiarkan mengalir. Dalam idealisme, apa yang djapgadil dan baik
itu sudah selesai berproses. Justru karena sudalpaberoduk itulah,
maka nilai-nilai ini bisa diberlakukan secara unsat dan abadi.

Ketiga, cara bernalar dalam aliran hukum kodrat ajug
menerapkan logika doktrinal-deduktif yangglf-evident Keyakinan
tentang kebenaran yang mutlak dan tidak terbantahka terkesan
paradoks dengan pemikiran Satjipto Rahardjo, meaginbeliau

mengharapkan hukum senantiasa membangun dan méngidiaya

!> satjipto RahardjoHukum Progresif.., Op.cithim. 8.

'8 Gagasan universalisme ini bahkan mampu mengatasgrdan waktu. Hal ini tentu
saja sangat bertolak belakang dengan semangat hykogresif yang menempatkan latar
belakang pemikirannya sebagai pemikiran hukumrdjdd-tengah masa transisi ke Indonesiaan.
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menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih Waétiap tahap
dalam perjalanan hukum adalah putusan-putusan yhimgat guna
mencapai ideal hukum.

Titik singgung lain yang dapat dilacak antara hukpmogresif
dan aliran hukum kodrat adalah pada apa yang disepika kepatutan
sosial gocial reasonablenegsslan logika keadilan. Kedua logika ini,
menurut Satjipto Rahardjo, harus diikutsertakammiaimembaca kaidah
hukum karena membaca kaidah adalah menyelam kendala, asas,
dan tujuan hukum Dalam kaca mata aliran hukum kodrat, konsep
tentang keadilan merupakan salah satu isu palingtinge yang
diwacanakan. Sebagai seorang sosiolog hukum, ®atjipahardjo
memang tidak secara khusus menceburkan diri kenddiskusi terkait
topik ini. Jika ia sepakat bahwa hukum progresihganut tipe hukum
responsif, maka dapat diasumsikan bahwa beliauecend memandang
keadilan sebagai keadilan substantif.

Hukum Progresif dan Critical Legal Studies

Titik temu antara hukum progresif d&ritical Legal Studies
(CLS), menurut Satjipto Rahardjo, terletak padéikkieduanya terhadap
sistem hukum liberal yang didasarkan pada pikirantitikb liberal,
khususnya terkait dengarule of law'® Tentu saja pemikiran yang
bertentangan dengan sistem hukum liberal tidak d@cha pada gerakan

CLS. Namun, jika kritik-kritik CLS ingin ditampilkadan disandingkan

" Satjipto Rahardjoylembedah Hukum..., Op.cihim. 120-125.
'8 Satjipto RahardjoSisi-Sisi..., Op.cit.him. 238.
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dengan pemikiran hukum progresif, maka dapat dibarisejumlah
catatan.

CLS menusuk jantung formalisme hukum sebagaimaaautli
sistem hukum liberal dengan mengajukan dua kebergtatu terhadap
konsepthe rule of landanlegal reasoningDalam kaca mata CLS, tidak
ada yang dinamakahe rule of lawkarena yang ada hanyaldie rule of
the rulers Di sini wacana tentang kesamaan hak misalnya,jadien
utopis. Satjipto Rahardjo termasuk orang yang tigeknah percaya
dengan asas kesamaan hak ini di lapangan. Dalamhkuiliahnya
beliau sering mengutip pernyataan Marc Galantetabtgn 'the haves
always come out ahedd yang menunjukkan adanya praktik
diskriminatif (dalam arti negatif) dalam penegakarkum. Sementara
tentang penalaran hukumedal reasoniny juga ditolak oleh CLS.
Penganut CLS memandang tidak ada yang istimewa asi yang
disebut penalaran hukum itu.

Hukum Progresif dan Teori Hukum Responsif

Sekalipun hukum responsif tidak dapat dikategorikabagai
sebuah aliran filsafat hukum, dalam tulisan inirtdaukum ini layak
untuk disinggung. Perkenalan dan ketertarikan [8atjiRahardjo
terhadap teori ini sudah jauh-jauh hari disuaragannridak heran

apabila saat beliau sampai pada pemikirannya tgritakum progresif,

19 satjpto Rahardjd{ukum Progresif..., Op.cjthim. 9.
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tipe hukum responsif dari Nonet dan Selznick initikligandengnya
sebagai salah satu karakteristik pemikirannya fula.

Nonet dan Selznick pada dasarnya tidak memposidiktiga
model perkembangan hukundefelopmental modeldalam satu garis
hierarkis. Artinya, tidak ada klaim bahwa tahaparkum responsif
adalah tahapan yang paling cocok, paling dapat eserayjkan diri, atau
paling stabil dibandingkan dengan tahapan hukumamoatau hukum
represif. Setiap pola menuntut adanya proses aglapta

Bahkan menurut mereka, model pada tahapan ketigangu
stabil dibandingkan dengan tahapan kedua dan partdtonet &
Selznick juga menyatakan,We want to argue that repressive,
autonomous, and responsive law are not only distypes of law but, in
some sense, stages of evolution in the relatidavofto the political and
social order**

Satjipto Rahardjo tidak memberi uraian tentang mp&tpotensi
kelemahan ini tatkala beliau menyodorkan tipe raspsebagai karakter
pemikiran hukum progresifnya. Sebagai contoh, pdiperdebatkan:

benarkah tahapan hukum otoriter yang menurut kajin. Mahfud

% Boleh jadi penyebutan hukum responsif ini adalahskekuensi logis dari pemikiran
Pak Tjip yang sejak awal telah berada pada aruslegs. Hal ini sejalan pula dengan pernyataan
Allan C. Hutchinson tatkala meresensi buku Nones&znick di dalamhe American Journal of
JurisprudenceVol. 24 (1979), him. 210. Hutchinson menyataKakcrystallized vision of such a
responsive legabrder forms the core of the third modality of respive law. Building on the work
of Pound and thé&merican Realist, the authors attempt to constauncinstitutional framework for
substantive justice; ‘responsive law, not sociologgs the true program of sociological and
realist jurisprudence'."

L phillippe Nonet & Philip Selznick.aw and Society in Transition: toward Responsive
Law (New Jersey: Transaction Publishers, 2001), him. 18
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M.D, telah menandai politik hukum pada era OrdeuB&r@? dan baru
saja kita lewati masanya tersebut sungguh-sunggléh tsiap untuk
digiring saat ini langsung menuju ke tahap hukuspoasif? Dengan
perkataan lain, tidakkah kita membutuhkan adaptaebih dulu pada
tahapan hukum otonom sebelum dapat melangkah lgdahhukum
responsif? Dan, bukankah pemikiran hukum progréisiésain sebagai
teori hukum pada masa transisi?

B. Landasan Filosofis Hukum Progresif

Hukum progresif memang masih berupa wacana, namun
kehadirannya terasa sangat dibutuhkan oleh mastdradonesia yang sudah
mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum yamigkoe sekarang ini.
Hukum progresif belum lagi menampakkan dirinya gebaebuah teori yang
sudah mapan.

Demikian pula halnya dengan hukum progresif, hadssinti pokok
program fard corg yang perlu dijaga dan dilindungi dari kesalahan-
kesalahan yang mungkin timbul ketika hukum prodriésiakan diterapkan
ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh kagnaanakala hukum
progresif dikembangkan dari wacana menjadi sebeah, tmaka haruslah
dilengkapi dengan hipotesis pelengkap. Hal inilamgy nampaknya belum
dimiliki hukum progresif, sehingga pencetus idejigat Rahardjo harus
dapat mengembangkan program riset ilmiah tentakgrhyprogresif secara

serius tidak hanya berhenti pada tataran wacana.

22 Moh. Mahfud M.D. Politik Hukum di Indonesialakarta: Rajawali Pers, 2009, him. 28.
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Inti pokok program yang perlu dipertahankan dalamkum
progresif adalah hukum adalah untuk manusia, bedraliknya. Adagium
bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertalmadéd berbagai bentuk
falsifiable agar kedudukan hukum sebagai alat untuk mencagmiatu,
bukan sebagai tujuan yang sudah final. Apa yan@kisond dengafalsifiable
yaitu sebuah hipotesis atau teori hanya diterirbaga& kebenaran sementara
sejauh belum ditemukan kesalahannya. Semakin sdiiemukan
kesalahannya, maka hipotesis atau teori itu jusgngalami pengukuhdn.

Setiap teori ilmiah, baik yang sudah mapan maupamgymasih
dalam proses kematangan, memiliki landasan filesafida tiga landasan
filosofis pengembangan ilmu termasuk hukum yaittolmgis, epistemologis
dan aksiologis. Landasan ontologis ilmu hukum gatimakikat kehadiran
ilmu hukum itu dalam dunia ilmiah. Artinya apa yamgnjadi realitas hukum
sehingga kehadirannya benar-benar merupakan segrasubstansiaf.

Landasan epistemologis ilmu hukum artinya cara-cgemng
dilakukan di dalam ilmu hukum sehingga kebenararga dipertanggung
jawabkan secara ilmiah. Kemudian landasan akswligiu hukum artinya
manfaat dan kegunaan apa saja yang terdapat dal&aomhitu sehingga
kehadirannya benar-benar bisa dirasakan manfaatelyjanasyarakat.

Landasan ontologis hukum progresif lebih terkamgsn persoalan

realitas hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakeengalami krisis

23 Chalmers, A.FApa itu Yang Dinamakan lImu7,erjemahan: Redaksi Hasta Mitra,
What is this thing called Sciencelgkarta: Penerbit Hasta Mitra, 1983, him.

4 Rizal Mustansyir dalantukum Progresif Tinjauan Filsafat llmuwakalah diunduh
pada tanggal 12 Februari 2011 di progresiflshp.com.
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kepercayaan terhadap peraturan hukum yang berldkbum yang ada
dianggap sudah tidak mampu mengatasi kejahatar krrigh (vhite colar

crime) seperti korupsi, sehingga masyarakat mengimpi&an hukum yang
lebih adekuat. Ketika kehausan masyarakat akandk@nahukum yang lebih
baik itu sudah berakumulasi, maka gagasan tentakgnh progresif ibarat
gayung bersambut. Persoalannya adalah substanginhptogresif itu sendiri
seperti apa, belum ada hasil pemikiran yang terprogecara ilmiaft

Landasan epistemologis hukum progresif lebih térkdgngan
dimensi metodologis yang harus dikembangkan untekguak kebenaran
ilmiah. Selama ini metode kasuistik --dalam istilagika lebih dekat dengan
pengertian induktif—lebih mendominasi bidang hukufasus pelanggaran
hukum tertentu yang dikaitkan dengan peraturannuemg-undangan yang
berlaku — dicari dalam pasal-pasal hukum yang lteytmmenjadikan dimensi
metodologis belum berkembang secara optimal.

Interpretasi atas peraturan perundang-undangan yaerdaku
didominasi oleh pakar hukum yang kebanyakan piak@mg memiliki
kepentingan tertentu, misalnya untuk membela kiranimentu saja hal ini
mengandung validitas tersendiri, namun diperlukenoldosan metodologis
yang lebih canggih untuk menemukan inovasi terhaistem hukum yang
berlaku. Misalnya interpretasi terhadap peraturanumdang-undangan yang

tidak semata-mata bersifat tekstual, melainkan kogaekstual.

% Ibid.
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Hukum tidak dipandang sebagai kumpulan huruf a&imliat yang
dianggap mantera sakti yang hanya boleh dipahacaraédarafiah. Metode
hermeneutika boleh dikembangkan oleh para pakanrhukntuk membuka
wawasan tentang berbagai situasi yang melingkupukaukum yang sedang
berkembang dan disoroti masyarakat. Misalnya klkeusgpsi yang terjadi di
kalangan birokrat, bukan semata-mata dipahami selbegtuk kecilnya gaji
yang mereka terima, sehingga sikap permisif atgahl&an korupsi yang
dilakukan acapkali terjadP

Pemahaman atas sikap amanah atas jabatan yangarneenbkn jauh
lebih penting untuk menuntut rasa tanggung javsmge of responsibility
mereka. Hukum harus dikaitkan dengan kemampuanoisegge dalam
mengemban amanah. Dengan demikian landasan epistgsnchukum
progresif bergerak pada upaya penemuan langkahdoletps yang tepat,
agar hukum progresif dapat menjadi dasar kebendvagi peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indon€sia.

Metodologi merupakan bidang yang ditempuh untuk penieh
pengetahuan dan sekaligus menjamin objektivitasi &benaran ilmu.
Metodologi merupakan proses yang menampilkan logikhagai paduan
sistematis dari berbagai proses kognitif yang nodtip klasifikasi,
konseptualisasi, kesimpulan, observasi, eksperingemeralisasi, induksi,

deduksi, dan lain-lain. Hukum progresif baru damhkatakan ilmiah

%% |pid.

2" Apa yang dimaksud dengan metodologis disini idafian perihal urutan langkah-
langkah yang ditempuh (prosedur ilmiah), supayagpthuan yang diperoleh benar-benar
memenuhi ciri ilmiah.
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manakala prosedur ilmiah berupa langkah-langkahodietdi atas sudah
jelas.

Landasan aksiologis hukum progresif terkait dengeoblem nilai
yang terkandung di dalamnya. Aksiologi atau TeollaiNmenurut Runes
adalah hasrat, keinginan, kebaikan, penyelidikas &bdratnya, kriterianya,
dan status metafisiknya. Hasrat, keinginan, danaikeb dari hukum
progresif perlu ditentukan kriteria dan status rigtanya agar diperoleh
gambaran yang lebih komprehensif tentang nilai ydegkandung di
dalamnya. Kiriteria nilai terkait dengan standar qugian nilai yang
dipengaruhi aspek psikologis dan lotjis.

Pentingnya memahami landasan nilai dalam sebuah &tau
gerakan ilmiah adalah untuk mengetahui secara pastitasi atau kiblat dari
teori atau aliran tersebut. Persoalan yang poktdndaksiologi ilmu adalah:
Apa tujuan pengembangan ilmu? Apakah ilmu bebas ailaukah tidak?
Nilai-nilai apa yang harus ditaati oleh ilmuwan?jun ilmu yang hakiki
adalah untuk kemaslahatan atau kepentingan marusian ilmu untuk ilmu
(science to scienge

Imu yang dikembangkan untuk kepentingan manusizargéasa
akan memihak pada masyarakat, bukan pada dokuraeriesmbaran ilmiah

semata. Ketika kepentingan manusia terkalahkands&bmen ilmiah, maka

28 Hal ini sangat tergantung pada aliran filsafahg/ dianut, kaum hedonist misalnya
menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenaniaom idealis lebih mengakui sistem
objektif norma rasional sebagai kriteria. Sedangé@mm naturalis menemukan ketahanan biologis
sebagai tolok ukur. Hukum progresif seharusnyahlebémihak pada cara pandang kaum idealis
yang mengakui sistem objektif norma rasional, karparsoalan yang dihadapi hukum progresif
harus dipandang secara objektif-rasionalistik.
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di sanalah dibutuhkan landasan nilddagic of valug yang mampu
memperjuangkan dan mengangkat martabat kemanusiabagai suatu
bentukactus humanusdukum progresif harus memiliki landasan nilai yang
tidak terjebak ke dalam semangat legal formal semaamun memihak
kepada semangat kemanusiaspir{t of humanity.*®

Habermas mengatakan bahwa ilmu selalu memiliki kipgan. la
menegaskan bahwa pemahaman atas realitas didasstdariiga kategori
pengetahuan yang mungkin, yakni informasi yang neglaps kekuasaan
kita atas kontrol teknik; informasi yang memungkinkorientasi tindakan
dalam tradisi umum; dan analisis yang membebasksmadaran kita dari
ketergantungannya atas kekuasaan. Dengan demikigya lada tiga struktur
kepentingan yang saling terkait dalam organisasiakoyaitu kerja, bahasa,
dan kekuasaaif. Hukum progresif pun tak sepenuhnya bebas nildikda
sangat terkait dengan kepentingan pembebasan kasaddta dari
ketergantungan atas kekuasaan (politik, hukumipasan lain-lain).

Nilai-nilai yang harus ditaati oleh ilmuwan (terma&agpakar hukum),
tidak hanya peraturan perundang-undangan sebagaika®le of the game

dalam kehidupan berbangsa-bernegara, tetapi judperipi@akan kepada

2 Problem ilmu itu bebas nilai atau tidak, masih jaen perdebatan di kalangan
ilmuwan. Namun mereka yang berpihak pada kubu bebas (value-freg@ -- terutama kaum
positivistik-- harus mengakui bahwa manusia tidalpat diperlakukan seperti benda mati atau
angka-angka yang bersifaxactly, measurable, clear and distind¥lanusia adalah mahluk
berkesadaran yang memiliki nurani yang tidak sestéanserba pasti, terukur, jelas dan terpilah.
Manusia adalah mahluk dinamis yang selalu berprdaksn menemukan jati dirinya. Lantaran itu
pula terma kejahatancriminal) tidak ditemukan dalam ranah benda mati atau dsatava,
melainkan dalam kehidupan manusia.

%0 Jurgen Habermagnowledge and Human Interesfranslated by: Jeremy J. Shapiro,
Boston:.Beacon Press, 1971, him. 313. Lihat jug&afah Rizal Mustansyir dalariukum
Progresif Tinjauan Filsafat [Imu Makalah diunduh pada tanggal 12 Februari 2011 di
progresiflshp.com.
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kebenaran tfuth), pengembangan profesionalitas yang menuntut
pertanggungjawaban ilmiah, dan lain-lain.

Sayangnya sampai sekarang tidak banyak kalangag lyaminat
mempersoalkan akar filosofis dari pemikiran Satjiftahardjo. Sebagian
orang bahkan memandang pemikiran hukum progregaktiebih daripada
suatu kiat penemuan hukune¢htsvinding.®

Dalam perspektif konfigurasi aliran-aliran filsafatkum, Satjipto
Rahardjo sebenarnya tidak cukup jelas memposidétaik pemikirannya. la
juga memberikan beberapa label untuk pemikiran hukarogresif ini.
Misalnya, suatu ketika ia mengatakan bahwa hukuogrpsif adalah suatu
gerakan intelektua? Pada kesempatan lain ia menyebut hukum progresif
merupakan suatu paradigiladan konsep mengenai cara berhuRtim.
Bahkan, suatu ketika beliau juga pernah memberiikae ilmu hukum

progresif>®

%1 Artinya bahwa sepanjang seseorang menafsirkanrhalangan tidak lagi semata-mata
mengikuti bunyi teks undang-undang, maka ia sudatpikir mengikuti cara hukum yang
progresif.

%2 la menekankan, "Hukum progresif bisa dimasukkamlaam kategori suatu gerakan
intelektual, seperti critical legal studies movet@LS) di Amerika Serikat." Satjipto Rahardjo,
Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indon&%gyakarta: Genta Publishing, 2009, him. 22
dan 52.

% |]a menyatakan, "Peta yang memandu hukum perluatlisedemikian rupa, sehingga
benar-benar bersifat mendasar. Sifat mendasarbtérseemberi jawaban terhadap pertanyaan
'hukum untuk apa?' dan 'hukum untuk siapa?'. Smapancak atau ultimate ini lazim disebut
sebagai paradigma. Sebuah paradigma yang disodatkami adalah hukum untuk manusia
sebagaimana disebut di atas." Beatjipto RahardjoNegara Hukum yang Membahagiakan
RakyatnyaYogyakarta: Genta Publishing, 2009, him. 70.

* la juga menulis, Mukum progresif adalah sebuah konsep mengenai baraukum.
Cara berhukum tidak hanya satu; melainkan bermacaameam. Di antara cara berhukum yang
bermacam-macam itu, hukum progresif memiliki temyetsendiri’ Baca Satijpto Rahardjo,
"Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks," dalam Satyananto & Ninuk Triyanto, ed.Memahami
Hukum: dari Konstruksi sampai Implementakikarta: Rajawali Pers, 2009, him. 3.

% Satjipto RahardjoHukum Progresif.., op.cithim. 81.
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Dalam satu buku yang ditulis oleh Bernard L. Tadlgk. dan diberi
kata sambutan oleh Satjipto Rahardjo, pemikiranuhulprogresif ini juga
diposisikan sebagai suatu teori hukum dan tampakaygpoto Rahardjo pun
tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan dengark|aesiftkasian ini. Teori
beliau ditempatkan bersama-sama dengan teori huksponsif dari Nonet

dan Selznick sebagai kelompok teori hukum pada rnasaisi®

C. AsasHukum Progresif dan Hukum Islam
1. AsasHukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo pembahasan mengenai fagasn
adalah membicarakan unsur yang penting dan pokok paaturan
hukum, dan tidak berlebihan pula jika dikatakanviehasas hukum
merupakan jantung dari peraturan hukum. Hal iniadikakan asas
hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahisuyatu peraturan
hukum. Ini berarti bahwa setiap peraturan hukumalgelbisa
dikembalikan kepada asas-asas ters&but.

Menurut Paton -sebagaimana dikutip oleh SatjiptdaRdjo-
asas hukum adalah sarana yang membuat hukum iip,Higdmbuh dan
berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukurbukan sekedar
kumpulan dari peraturan-peraturan bel¥ka.

Hukum memiliki titik pandang dan akan bertolak datu pula.

Dalam hukum titik pandang itu terdapat pada as&sirhu Asas hukum

% Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, & Markushtéage,op.cit, him. 175-180.
37 Satjipto Rahardjajmu Hukum, op.cjthim. 45.
38 :

Ibid.
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bukanlah peraturan seperti pasal-pasal Undang-gndamamun
sebagaimana dikatakan Scholten, hukum tidak dajpahami dengan
baik tanpa asas-asas.

Asas hukum menjadikan hukum lebih dari sekedartpena
yang dibuat dengan sengaja dan rasional, tetag gu@tu dokumen
moraletis. Asas hukum memang tidak tampil sebayaaa (ule) yang
konkrit, tetapi lebih sebagai kaidamofm) di belakang peraturan. Aturan
itu rasional, sedangkan kaidah memiliki kandungasraindan bersifat
etis. Asas hukum menjelaskan dan membeatido legis mengapa harus
ada aturan. la menjadi penghubung antara peralwieunm dan cita-cita
sosial serta pandangan etis masyarakathya.

Hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pagdn
yang mengalir saja, sepertpdnta ref (semua mengalir) dari filsuf
Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersggperti itu, maka ia
akan membangun suatu cara berhukum yang memiliakieristiknya
sendiri, sebagaimana akan diuraikan di bawaffini.

Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalahwdah
hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik, atgakinan dasar ini
tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentramdderhukum,
melainkan manusialah yang berada di titik pusatatpean hukum.

Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pysatHukum ada

¥3atjipto RahardjoHukum dalam Jagat Ketertibadakarta: UKI Press, 2006, him. 124-
129.

0 Satjipto RahardjoBiarkan Hukum MengaljrJakarta: Penertbit Buku Kompas, 2008,
him. 139.
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untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabika lkerpegangan
pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untukrhykuaka manusia
itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakatuk bisa masuk
ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hdfkum.

Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan
keadaan status quo dalam berhukénMempertahankan status quo
memberi efek yang sama, seperti pada waktu orarpgeheapat, bahwa
hukum adalah tolok ukur untuk semuanya, dan manag@éah untuk
hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengara
positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undgondang mengatakan
atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berthenyak, kecual
hukumnya dirubah lebih duffi.

Ada hal lain yang berhubungan dengan penolakaadaphcara
berhukum yang pro status quo tersebut yaitu berkaiiengan
perumusan-perumusan masalah kedalam perundanggarda®ubstansi
undang-undang itu berangkat dari gagasan terteaf@md masyarakat

yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau btpsiatif. Dalam

“ Lin Yu Tang, seorang intelektual China yang lamernukim di Amerika telah
membedakan penempatan rasionalitas hukum modennméagingatkan ada tujuan yang lebih
besar dan karena itu kita perlu lebih berhati-datam melaksanakan sistem yang rasional itu.
Apabila tujuan lebih besar itu tidak disadari, makakum akan menjadi kering sehingga
masyarakat (manusia) bisa menjadi sakit dan tidakabia. Menurut Satjipto Rahardjo, para
penyelenggara hukum di negeri ini hendaknya sesmmtimerasa gelisah apabila hukum belum
bisa membuat rakyat bahagia. Inilah yang juga disslebagai penyelenggaraan hukum yang
progresif Lihat di Satjipto Rahardjoembedah Hukum Progresifakarta: Kompas, 2007, him.
11-12.

2 Mempertahankan status quo adalah menerima noiitaatidan sistem yang ada tanpa
ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalgnialyabertindak mengatasinya. Satjipto
Rahardjo,Membedah Hukum Progresifet ketiga, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008,
114.

43 Satjipto RahardjoBiarkan Hukum Mengaljrop.cit, him. 139.
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lembaga inilah suatu gagasan itu kemudian dirumusleam kata serta
kalimat dan akhirnya menjadi undang-undéhg.

Namun, menurut Satjipto Rahardjo, pengalaman darigan
menunjukkan betapa kompleksnya masalah dan bekarjé@ukum.
Hukum tidak selalu sejelas, segampang, dan sesauderlseperti
dibayangkan orang, kendati dikatakan, hukumnya tsydias. Hukum
adalah dokumen yang terbuka untuk atau mengundamgfgran.
Undang-undang yang dirasakan tidak adil oleh magghamungkin akan
ditidurkan atau dikesampingkan.

Menurut Satjipto Rahardjo, dalam nada yang munggak
ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataagedgn para penegak
hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya siidakai sejak
peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuaisaMya, badan
legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksamaalam masyarakat,
maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut netsjadi arsitek bagi
kegagalan para penegak hukum dalam menerapkarugaeraersebut.
Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturaseieut memerintahkan
dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh say@amg mencukupi.
Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagaladif@n oleh penegak
hukum?®

Hal ini dapat juga terjadi bahwa pembuat undangaogd

mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat umetakukan

*Ibid, him. 140.
> Satjipto Rahardjadylembedah Hukum Progresifp.cit, him. 96.
% |bid.
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sesuatu, misalnya untuk menanam jenis tanamanntierté’erintah
peraturan tersebut kemudian ternyata mendapatkalawa@an dari
rakyat. Berhadapan dengan situasi tersebut, agpakam dilakukan oleh
penegak hukum tergantung dari tanggapan yang Héerierhadap
tantangan pada waktu itu. Penegak hukum dapat tetetekad untuk
menjalankan keinginan serta perintah yang terkagdlatam peraturan.
Bertindak demikian berarti penegak hukum harus mengkan kekuatan
untuk memaksa. Sebaliknya, dapat pula terjadi, genehukum

menyerah pada perlawanan rakyat, yang berarti pé&ndgukum

mengendorkan penerapan dari peraturan teréébut.

Uraian di atas menegaskan, bahwa membaca undaeggnd
bukan sekedar mengeja kalimat dalam undang-undamgainkan
memberi makna kepada teks tertulis itu. Oleh sébalkepastian hukum
adalah hal yang tidak sederhana, karena teks undatang yang secara
eksplisit mengatakan tidak boleh ditambah dan dikgr pun, masih saja
bisa diberi makna lain. Penerapan hukum yang meira kerja mesin,
tidak memedulikan resiko-resiko yang muncul darapgan yang buruk
itu.*®

Ketiga, apabila diakui bahwa peradaban hukum tisrtakan
memunculkan sekalian akibat dan resiko sebagairddmanukakan di
atas, maka cara kita berhukum sebaiknya juga méesgeasi tentang

bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam mekgguhukum

" Satjipto RahardjoPenegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologigyakarta: Genta
Pubishing, 2009, him. 25.
“8 Biarkan Hukum Mengalir, op.ciblm. 142.
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tertulis tersebut. Secara ekstrem kita tidak dapagnyerahkan
masyarakat untuk sepenuhnya tunduk kepada hukung teatulis itu.

Menyerah bulat-bulat seperti itu adalah sama demgeambiarkan diri

kita diatur oleh teks formal tertulis yang belumtte benar-benar berisi
gagasan asli yang ingin dituangkan ke dalam teksel@t dan yang
menmiliki resiko bersifat kriminogef?.

Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo cara ddarm yang
lebih baik dan sehat, dalam keadaan seperti itdaladaemberikan
peluang untuk melakukan pembebasan dari hukum fofima

Karakteristik yang kuat dari hukum progresif adavedtaknya
sebagai hukum yang membebaskan. Dengan watak pesarebtu,
hukum progresif sangat peka terhadap perubahaiddaerubahan serta
berkeinginan kuat untuk menjadikan hukum agar famiotagonis*”

Untuk menunjang pemikiran hukum progresif, dipealk
semangat pembebasan untuk melihat kekurangan dmy&ian hukum
dalam fungsinya untuk memberikan perlindungan delayanan kepada
masyarakat?

Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar
terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.bémtentangan
diametral dengan paham bahwa hukum itu hanya urpsaaturan.

Peranan manusia di sini merupakan konsekuensidaphpengakuan,

9 bid.

*0 |bid.

*1 apisan-lapisan dalam Studi Hukum, op.bitn. 82.
*2|bid, him. 88.
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bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara knk#pada teks
formal suatu peraturan. Di atas sudah diuraikaagaebesar risiko yang
dihadapi apabila kita menyerah sepenuhnya kepadéupen>>
Cara berhukum melalui teks tidak selalu menghasilka
perbuatan yang sesuai dengan yang dikehendaki liekgsnya tidak
jarang teks hukum berubah fungsi, yaitu dari mendhki orang untuk
mematuhinya menjadi suatu panduan untuk melakukabuptan yang
menyimpang dengan selamat. Sebelum seorang korupébakukan
korupsi, ia terlebih dahulu dapat mempelajari denggrmat seluk-beluk
undang-undang tentang korupsi, sehingga ia dapaiemmgkan celah
hukum untuk meloloskan diri. Ini termasuk varian ngenai cara
berhukum melalui teks, yaitu secara sadar melaky@myimpangan
terhadap teks hukum atau menyelundupi undang-urifang
Menurut Satjipto Rahardj®, perilaku manusia didorong oleh

kepentingan, dan kepentingan itu berbeda-beda bkatiap orang,
sehingga kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan.nda® demikian
menjalankan hukum adalah suatu pilihan, bukan eskerotomatis.
Hukum yang canggih sekalipun tidak dapat mengonpehggunaan
hukum menurut kemauan yang melakukannya. Maka hulgamg
dijalankan pun tergantung dari sudut masuknya skeggentingan. Orang

yang berperilaku baik akan menjadikan hukum belagjagan baik pula,

*3 Hukum dalam Jagat Ketertiban, op.cit, hlid4.
> Satjipto RahardjoHukum dan Perilakujakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009, him.

%5 |bid, him. 160.
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begitu pula sebaliknya, hukum akan menjadi alatukinnelakukan
kejahatan jika dijalankan oleh orang yang berpeuijahat.

Perilaku manusia yang memiliki sifat-sifat alamndari itulah
yang menjadi landasan kuat bagi keberlangsungaidikadn bersama
manusia. Sesungguhnya sifat-sifat itu tidak hanyenjadi landasan
hukum, melainkan jugan institut lain, seperti ekonodan politik.
Strukturisasi keduanya tidak menghilangkan perildlaku manusia.
Dalam bernegara hukum dan berhukum, pada akhirmgyanakat akan
kembali bersandar pada perilaku mereka. Perilalsebet tersimpulkan
dalam cara hidup kita seharihari. Menjalani kehatupdengan baik
adalah landasan fundamental dari hukm.

2. AsasHukum Islam

Hukum Islam sebagaimana hukum-hukum yang lain meygu
asas dan tiang pokok. Kekuatan suatu hukum, sukmlahmya, dapat
diterima atau ditolak masyarakat tergantung keeds dan tiang-tiang
pokoknya>’ Hudari Bik berpendapat bahwa dalam pembinaan hukum
Islam, setidaknya ada tiga asas.

a) ‘Adamul Harj (Tidak Menyempitkan).
Haraj menurut bahasa Arab adalah sempit. Banyak dalil-
dalii yang menunjukkan bahwa syari'at ini didasarkatas

dihilangkannya kesempitan. Firman Allah Ta’'ala:

*® |pid, him. 170.

" T.M Hasbi Ash Shiddiegyralsafah Hukum IslanSemarang: PT Pustaka Rizki Putra,
2001, him. 58.

8 Hudari Bik, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, diterjemahkan Mohammad Zuhi§ejarah
Pembinaan Hukum Islar@arul Ihya, 1980, him. 31-39.
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PO COROM @ I REDTN + L6 COORKBRO
SO LORD Ve - REDIRNE COOKOREG ¢+
Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dadakt
menghendaki kesukaran bagim{@S. al-Bagarahayat
185).

ONx F<HENORHON e = RNDAH o ¢ @0
+ 5006080 TN & P *xEQLOWwWa I
Artinya: Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untidamu dalam
agama suatu kesempitgl@S. Al-Hajjayat 78).

AEDLGOTORND N2V CGOR A A6 00
PO OLAKIGE G EBA A e Fe o OREHNT T B - €0
SR NYSORE N
Artinya: “Dan membuang dari mereka beban-beban tatenggu-
belenggu yang ada pada mereK&S. al-A'raaf ayat
157).

Maksudnya adalah dalam syari'at yang dibawa olebhi Na
Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang bgeaig
dipikulkan kepada Bani Israill. Umpamanya: mensgtkdn
membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan qipasla
pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpabwleitkan
membayar diat, memotong anggota badan yang melakuka

kesalahan, membuang atau menggunting kain yangriagisa

Dan hadits Nabi :

Artinya’”Aku diutus dengarmgamayang ringan”
Menurut Yusuf al-Qaradhawf, memudahkan adalah

manhaj al-Qur'andan Nabi. Manhaj tersebut diajarkan oleh Nabi

* Yusuf al-QaradhawiDirasah fi Figh Magashid Syari'ahditerjemahkan H. Arif
Munandar Riswantorkigih Magashid Syariah]Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, him. 158.
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kepada para sahabat. Beliamemerintahkan mereka untuk
mengikutinya. Baik individu maupun jamadfetika mengutus Abu
Musa dan Muadz bin Jabal ke Yaman, beliau mengdamyan
wasiat ini, “Mudahkan jangan menyulitkan, beri kabar gembitra
bukan ketakutan, dan taatlah bukan berselisih”.

Hal yang beliau wasiatkan kepada Muadz dan Abu Musa
beliau wasiatkajuga kepada umat. Anas meriwayatkan bahwa Nabi
pernah bersabd&Mudahkanlah dan jangan menyulitkan, berilah
kabar gembira dan jangan ketakutan(Muttafaq alaih). Dengan
demikian yang dicipta adalah memudahkdalam fatwa, dan
memberi kabar gembira dalam dakvf&h.

Ulama sering menguatkan pendapat mereka dengan
perkataarfIni lebih mudah bagi manusia”Jika berijtihad, mereka
pun sering membetulkanmuamalah manusia sesuai dengan
kemampuan. Mereka menyandarkan tedsebut kepada kaidah-
kaidah syariat, sepertial-dharurat tubih al-mahzhuratkeadaan
darurat membolehkan hal yang terlaramdhajah tunazzil manzilah
al-dharurah (kebutuhan mendesak disesuaikan dengan kedudukan
darurat), al-dharar yuzal (darurat harus dihilangkan)al‘adah
muhakkamal{adat menjadhukum), al-masyaqqqgah tajlib al-taysir

(kesulitan mendatangkan kemudahasgrta kaidah-kaidah lainnya

% pid.
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yang dibuat oleh ulama dan mereka ambil dari teksdan hukum-
hukumsyariat®*

Di sini harus diingatkan ungkapan yang diriwayatkédeh
Abu Nu’aim dalam kitabHilyatul Auliya, Imam lbnu Abdil Barr
dalamal-llm, dan Imaman-Nawawi dalam mugaddimah Kkitatb-
Majmu’ dari Imam Sufyan bin Said al-Tsauyiang menjadi imam
dalam bidang figih, hadits, dan wara'. la berkagmghnungkapan
yang sangat agungfigih adalah pemberian rukhshah dari tokoh
yang tsigat, sedang memberikan tuntutan hukum ¥\angs dapat
dilakukan oleh semua orang®

Kita harus memperhatikan perkataannya bahwa rukhsha
dari ulama yandsigat, yaitu ulama yang dipercayai kefagihan dan
kesalehan agamanya. Sedangkan orang yang tidaklikieredua
hal itu atau salah satunya maka bisa saja ia mékaberukhshah
dalam sesuatu yang tidak boleh diberikan rukhstsghingga

tindakannya itu melanggar dalil-dalil syari’at yargath’i dan

muhkamat serta kaidah-kaidahnya. Hal ini tentungakt dapat

®1 salah satu contoh bahwa Rasulullah SAW memprakteldemudahan ialaketika
beliau memperhatikan karakter orang-orgftiiopia yang senang menatan bermain. Oleh
karena itu, beliau mengizinkan mereka untuk melakuhkalitu di masjid beliau yang mulia. Saat
itu Umar melempari mereka dengan kerilRlasululah SAW bersabda kepadam{Biarkanlah
mereka wahai Umar”(Muttafaq alaih). Dalam riwayat lain, beliau berdap‘Mereka adalah
Bani RafdahLihat jugaYusuf al-Qaradhawi;Taisir al-Figh li al-Muslim al-Mua’shir fi Dahu al-
Qur'an wa as-Sunnah”diteriemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, M. Yusuf jfa, dan Noor
Cholis HamzainFigih Praktis bagi Kehidupan Moderdakarta: Gema Insani Press, 2002, him.
20.

%2 Ibid, him. 21
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diterima oleh insan muslim yang cinta dan teguh egang
agamanya®

Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa maksud dari
kemudahan itu mengandung beberapa pefKara:

1) Memperhatikan sisi keringanan atau rukhshah.

2) Memperhatikan kondisi yang mendesak dan kondisigyan
meringankan.

3) Memilih yang paling mudah dan bukan yang paling-hati di
zaman kita hidup masa kif.

4) Membatasi dalam masalah-masalah yang wajib dan lyaragn.

5) Membebaskan diri dari fanatisme mazhab.

6) Kemudahan dalam semua masalah.

Terkait dengan prinsip ini, dalam kaidah figih tpdt
kaidah yang berbunyial-masyaqqahtajlib al-taysir (kesulitan
mendorong kemudahan) yang oleh Ali Haydar dijelaskahwa
kesulitan yang terdapat pada sesuatu menjadi seatabm

mempermudah dan memperingan sesuatu tersebutpgaagntinya

®3 Ipid.

% |shom Talimahal-Qaradhawi Fagihanditerjemahkan Samson Rahmaanhaj Figih
Yusuf al-Qaradhawijakarta: Pustaka al-Kautsaf01, him. 94.

% Al-Qaradhawi berkata “Manhaj yang menjadi pilihaaya dan manhaj yang Allah
tunjukkan kepada saya dan saya akan selalu komitesigannya dalam tulisan, fatwa dan
pengajaran. Saya akan mengambil yang mudah dalasalaihduru’ (cabang) dan tegas dalam
masalah yangshul (pokok). Jika dalam satu masalah terdapat duagmayacth yang berbeda dan
dua pendapat yang sama berdekatan, satu diantapemnh kehati-hatian, sedangkan yang
satunya lagi lebih mudah, maka selayaknya bagiukitak memilih fatwa yang lebih mudah bagi
seluruh manusia dan jangan mengambil yang palinithbt. Alasan dan hujjahnya ialah
perkataan Aisyah) Tidaklah Rasulullah diberi pilihan dua perkara kdcwdia memilih yang
paling gampang di antara keduanya selama itu tdekRgandung dosaSiapa pun yang belajar
figih sahabat dan para ulamnsalafus shalih(ujar al-Qaradhawi)dia akan mendapatkan bahwa
figih yang mereka ambiimumnya mengarah kepada figih yang lebih mudaharsgdn figih
setelah sahabat lebih cenderung kepada kehatihh&ieom Talimahlbid, him. 95.
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menekankan besarnya perhatian syariat pada bepnikib
kemudahan dan keringanan hukum. Bahkan al-Sya’bnabe
menyatakan, jika seorang muslim diperintahkan madak salah
satu di antara dua hal, kemudian ia memilih yanbngaringan
baginya, maka pilihannya itu lebih disukai Allah $\W

Petunjuk dari kaidah ini adalah segala kesukaran da
kesulitan yang tidak dapat dihindari oleh manudianadiberikan
keringanan oleh Tuhan. Di samping itu kaidah ininjadi sumber
adanya bermacam-macam rukhsah dalam melaksanakéiman
syariat®’

Selain itu, terdapat kaidah lain yang secara snbmsta
mempunyai kemiripan dengan kaidalkmasyaqqgaltajlib al-taysir,
yaitu kaidah yang berbunyal-dlarar yuzalu (kerusakan harus
dihilangkan). Inti dari kaidah ini adalah bagiarrida@paya syariat
dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kenusadagan
memberi kemudahan bagi kaum muslimin. Ciri kemudaiiang
dikandung kaidahal-masyaqqahtajlibu al-taysir adalah upaya
merengkuh nilai-nilai maslahat yang menjadi intrideaidah al-
dlarar yuzalu®

b) Taglil al-Taklif (Menyedikitkan Beban)®

% Abdul Hag, Ahmad Mubarok, dan Agus Ro’&hrmulasi Nalar Figh, Telaah Kaidah
Figh KonseptualSurabaya: Khalista, 2006, him. 177.

" Mukhtar Yahya dan FathurrahmaBasar-dasar Pembinaan Hukum Figh Islami
Bandung: Al-Ma’arif, 1993, him. 504.

% Abdul Hag, Ahmad Mubarok, dan Agus Ro’of. cit.,213.

% Hudari Bik,loc. cit.,him. 35.
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Menyedikitkan beban merupakan konsekuensi logis bag
tidak adanya menyulitkan(asas pertama), karena di dalam
banyaknya beban mengakibatkakesempitan. Orang yang
menyibukkan diri terhadap al-Quramntuk melihat perintah-
perintah dan larangan-larangagang di dalamnya niscaya dapat
menerimaterhadap kebenaran pokok ini, karena dengan mejihat
sedikit memungkinkaruntuk mengetahuinya dalam waktu sekilas
dan mudah mengamalkannya, tidaklabanyak perincian-
perinciannyasehingga banyaknya itu tidak menimbulkegsulitan
terhadap orang-orangang mau berpegang dengan kitab Allah yang
kuat. Sebagian dari ayat yang menunjukkan hal dtaiadn firman

Allah Ta’aladalam surat al-Maidah yang berbunyi:

&0 A A Lo de o O&Sa@08% O 60
BXUDHOIXACOOMs ¢¢ BAURCOILI -7
ROIZD e §NO €770 €O AL S IR
QROS ALAE 2+ GOM= ALAE @
v 0o O&r &R BX0DHI* SOl
R OAIB> DM wa S RICIOSHRO
+ S0 o XITHOR LA RO P = &
WOO-> EXIN + S - O0EB o O& &R
EDEX P JHORERO
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah nka
menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika
diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika
kamu menanyakan di waktu al-Quran itu diturunkan,
niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan
(kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampugila
Maha Penyantun(QS. Al-Maidah ayat 101).

Masalah-masalah yang dilarang ini adalah sesuahg ya

telah dimaafkan oleh Allah yakni didiamkan penghaanya.
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Seandainya mereka tidak menanyakannya niscayauhdiampuni
dalam meninggalkannya.

Mereka boleh memilih dalam melakukannya atau
meninggalkannya. Sebagian dari padanya adalah sabata

Muhammad SAW yang berbunyi:

e —ade Al (pia ) — 80 (p s Sl AaS o
D (il 8 Gl () " JE sl dle Al s ) g
‘ujsgqu)\sgm\€3$3&5m)«3\33hh34uM

}//

ol 5) "Ll 155855 D lala e a&1Aad Bl Be &L
DJ.Q.C}QF.\LQJ‘JS‘D\JJUMAL_\:)JA.(AM

Artinya: “Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani, jurtsum bin Nasyir
radhiallahu 'anhu, dari Rasulullah Shallallahu ‘ala wa
Sallam, beliau telah bersabda : “ Sesungguhnya Mlla
ta’ala telah mewajibkan beberapa perkara, maka gamgh
kamu meninggalkannya dan telah menetapkan beberapa
batas, maka janganlah kamu melampauinya dan telah
mengharamkan beberapa perkara maka janganlah kamu
melanggarnya dan Dia telah mendiamkan beberapa
perkara sebagai rahmat bagimu bukan karena lupakana
janganlah kamu membicarakannygHR. Muslim).

O Sl 08 e O ) ) Udl (o 0 (o i
Au)ucﬁﬂ‘;mﬁs\dy‘)dﬁdﬁw\&mwfb

A¢Gmucduwu}u.\AM\ 8 Caalisall alac )
((Jmo\)‘))dmd;\w?@_\lce‘)ﬁuﬂumﬂéseﬁ

Artinya: Menceritakan Yahya bin Yahya, menceritakeua kita
Ibrahim bin Sa’ad dari Ibnu Syihab dari Amir bin '8a
dari bapaknya mengatakan bahwa Rosulullah SAW telah
bersabda. “Sebesar-besar dosa orang muslim terhadap
muslim lain adalah orang yang menanyakan sesuaftg ya
tidak diharamkan atas mereka, maka sesuatu itu
diharamkan karena pertanyaannyé@iR. Muslim).
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c) Berangsur-angsur Mendatangkan Hukum

Dalam menetapkan suatu hukum, hendaknya tidak
dilakukan secara radikal, karena masyarakat akdit sotuk
melaksanakannya. Maka seyogyanya dilakukan setathemi
setahap. Sebagai contoh, jika pemerintah mengenaperaturan
tentang kewajiban bagi pengendara sepeda motornagayalakan
lampu di siang hari secara sekaligus, maka masgyarakan
menentangnya karena belum mengetahui tujuan dartehsebut,
namun masyarakat akan mudah menerima dan melalksaneakjika
peraturan itu diterapkan secara bertahap dan bketaksyarakat
memahami manfaatnya.

Dalam sosiologi Ibnu Khaldun dinyatakan bahwa suatu
masyarakat (tradisionahtau yang tingkat intelektualnya masih
rendah) akan menentang apabila ada sesuatu yamgtaar sesuatu
yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebililepabila
sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengani tyadg ada.
Masyarakat senantiasa memberikan respon apabibaltisesuatu di
tengah-tengah mereka.

Dengan mengingat faktor tradisi dan ketidaksenangan
manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus daatu

keadaan lain yang asing sama sekali bagi merekun

70 Rachmat DjatnikaJalan Mencari Hukum Islami Upaya ke Arah Pemahaman
Metodologi ljtihad dalam kata pengantddjmensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasjonal

Amrullah Ahmad, dkk (ed), et. al., Jakarta: Gensam Press, 1996, him. 107-108.

" Fatchurrahman DjamiFilsafat Hukum IslamJakarta: Logos Wacana limu, 1997, him.

69
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diturunkan secara berangsur-angsur, surat demi daraayat demi
ayat sesuai dengan peristiwva, kondisi, dan sityasig terjadi.
Dengan cara demikian, hukum yang diturunkannyahlelsenangi
oleh jiwa dan lebih mendorong ke arah menaatingeasersiap-
siap meninggalkan ketentuan lama dan menerima tketetard>
Berangsur-angsur mendatangkan hukum, artinya Allah

dalam mendatangkan hukum-hukumnya tidak denganlige&a
tetapi diangsur dari satu demi satu. Misalnya temptaaukum
dilarangnya orang meminum khamar dan main judi. ikéet
Rasulullah SAW ditanya tentang hukum keduanya il sebagian
kaum muslim yang telah meminum khamar dan main, jodika

turun firman Allah dalam surat al-Bagarah yang bayfn

&P ORNAEe0->EEXO0O
B NOQNO RO M e @0 HB ORI M@a 3
<OORNEE P LIIND #Ao ROV OY.c FndL
YO OCHN W@ €A ACOx¢ L @0
TS €04 w0 Ao ROV <cOMPHRO OO
o ORI, D <~ # £
Arttinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamardadi.
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya
lebih besar dari manfaatnyéQS. Al-Bagarah ayat 219).

Dalam ayat ini tidak jelas kelihatan tentang tem@nya
kedua perkara yang ditanyakan itu, padahal sebgmasudah

terkandung di dalamnya larangan keras, karena asegahg

2 bid, him. 70.
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mendatangkan dosa bagi orang yang mengerjakandgh slilarang
keras orang mengerjakannya.
Belakangan diturunkan pula satu ayat yang beratarang

orang mengerjakan shalat dikala mabuk yang bunyinya

¢xCNAA Lo I o O&5-Q@08% 040

B O€EHEOND e oe BAURGPE -7
Ches0ledm0g0mE0 Owa S
BUCORHL D+« 0 %R0 EO®B O EECR
¢A7e0> D e 098
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlahnka shalat,

sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu

mengerti apa yang kamu ucapk#&@S. An-Nisa’ ayat 43).

Kemudian pada suatu saat diturunkan pula ayat yegs
jelas melarang orang meminum arak dan bermain jydng
bunyinya :

OxCQ LA Lo de o O&@083% 060
crRNO# L RNO BXMUARZGE -9 7
€OR0VOAIOMN W S O®ORBLOONEa
REO @M FT B S @0 DO RONT Do I @0
HS=EHOMR $IIONE T E B0
S IR ENT 0 JORIOP- RN
JLAE4+HRAD e €ROEEN, VeI E a0
o NO# RO & YD ¢QUERECHED &
QO €O+ 29004 a3 €QOKORA
REZTEOCrO¢<= RAAY AURD
BO0eOCHORD Mwa 3
ON% O 7o AN OENWa 90
NOGZ02OROM @e @O OO NuE o I
* 7o 3c HO SN0 IR ALANO0ON 04O ¢
InAVpro B ZOFJUREO O wa e &I OK S
G A ¢ALE&SGOCOE @AV O
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhry@minum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengund

3 Chalil Moenawar,Kembali Kepada Al-Quran dan As-Sunnalgkarta: PT Midas
Surya, 1993, him. 230.
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nasib dengan panaff,adalah termasuk perbuatan syaitan.
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu
bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khadaar
berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingalaiAl
dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari
mengerjakan pekerjaan itu).
Barulah dengan ayat ini jelas terlarangnya oranmimem
arak dan bermain judi, yang berarti supaya kedusamgperbuatan
itu dijauhi benar-benar oleh segenap orang yangber

Fathurrahman Djanit menambahkan dua asas lagi, yaitu:

d) Memperhatikan Kemaslahatan Manusia
Hukum Islam dihadapkan kepada bermacam-macam jenis
manusia dan ke seluruh dunia. Maka tentulah pembiueum
memperhatikan kemaslahatan masing-masing merekais#gsngan
adat kebudayaan mereka serta iklim yang menyelubyagJika
kemaslahatan-kemaslahatan itu bertentangan sata kEam maka
pada saat itu didahulukan maslahat umum atas naédthhsus dan
diharuskan menolak kemudharatan yang lebih besagate jalan

mengerjakan kemudharatan yang k&til.

™ Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakaiubwrang Arab Jahiliyah
menggunakan anak panah yang belum pakai bulu umtekentukan apakah mereka akan
melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya:laleheka ambil tiga buah anak panah yang
belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masingtiyalengan: lakukanlah, jangan lakukan,
sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakfalam sebuah tempat dan disimpan dalam
Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Makaka meminta supaya juru kunci ka'bah
mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah Apatkah mereka akan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak ganghdiambil itu. kalau yang terambil anak
panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diutsekali lagi.

'S Fathurrahman Djamibp. cit.,him. 71-75.

5 T.M Hasbi Ash-Shiddieqygp. cit.,him. 66.
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Dalam masa kepemimpinannya, Umar menjadikan maslaha
dan nash sebagai pokok atau dasar tasyri'nya. Hapapia semua
kejadian dan kasus yang dihadapinya diputuskan aerigjuan
untuk maslahat ammahJika dalam suatu kejadian ada nash
khususnya, maka Umar harus melaksanakannya danhadjatu
dapat membawa maslahat, serta menjadikan masalaf) Fda
nashnya itu membawa dua sisi manfaat. Karena psagjika
memutuskan satu keputusan hanya karena menurutiyiduhada
kemaslahatannya, dan dengan sengaja melanggar mnaska
putusannya itu tidak harus dipatuhi, sebagaimakatakan oleh
Ibnu Nujaim!’

Umar selalu berpijak pada pemahaman nash dan igaig t
ditolak oleh akal, di samping ia juga selalu begrggn pada
keputusan-keputusan tasyri’ yang umum. Adapun jdaam
masalah yang tidak ada nash khususnya, maka patdwsdmar
tidak mengeluarkan satu keputusan tasyri’ hanya galen
menggunakan ra’yu dan ijtihadnya dan mengatakaw#®adtn adalah
maslahat, dengan tanpa mengaitkan dan menguatkaherygan
alasan lair®

e) Mewujudkan Keadilan yang Mer ata.
Manusia di dalam hukum Islam, sama kedudukannya.

Mereka tidak lebih melebihi karena kebangsaan,neafesturunan,

" Muhammad BaltajiManhaj Umar lbn al-Khathab fi al-Tasyrii'diterjemahkan H.
Masturilrham,Metodologi ljtihad Umar bin al-Khathallakarta: Khalifa, 2005, him. 480.
"8 |bid.
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karena harta atau karena kemegahan. Tak ada dn daleum Islam
penguasa yang bebas dari jeratan undang-undaniilaapaereka
berbuat zalim. Semua manusia di hadapan Allah Haking Maha
Adil adalah samé&’

Nabi bersabda:

i Aa s e Bl el CulS il Lgie Al i) Aile (e
O Al Ldal 8 Ly adaiy o g il ald ana 5 o Uil
il Al JUE8 g a il 1S 5 galKE die B a2 ) )

"

ARSI JCPLENTUPRCENDRE B e [ OV P
131 5ilS agal aSLE el ella Lail ¢ Jlad Lydad o e )
ale | gadl Covmaall agad (3 pualdl 5 0 5S i iy ) agd (§

Ciadadl G deaae iy debald ClS gl oy id (31 5 2a]l

(plose ol 50) Loy

Artinya: “diriwayatkan dari Aisyah r.a ia berkatdada seorang perempuan
mahzumiah meminjam barang dan mengingkarinya. Kemudabi
Muhammad saw menyuruh agar tangan perempuan itotahg.
Tetapi kemudian keluarganya datang kepada UsamahZhid ra
dan mengadukan hal itu. Selanjutnya Usamah bin Zaid
menyampaikan pengaduan itu kepada Nabi. Nabi sakatse’'Hai
Usamah, aku tidak melihatmu dapat membebaskan $wetd dari
Allah Azza wa Jalla’. Kemudian Nabi berdiri dan kieotbah,
seraya berkata.” Sesungguhnya kehancuran geneedslesm kamu
adalah karena bila orang yang meulia dari merekanmei, maka
mereka biarkan. Bila orang yang rendah dari meretencuri, maka
mereka menegakkan hadd potong tangan atasnya. Deati yang
jiwaku berada di dalam genggamanNya, Andaikata rkati putri
Muhammad mencuri, niscaya aku potong tanganny2ehgan
demikian maka tangan perempuan mahzumah itu digot@fR.
Muslim).2°

D. Konsep Maslahah dalam Hukum Islam

9 T.M Hasbi Ash Shiddieqyp. cit.,him. 68-69.
8 Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairy al-Naysabur$ahih Muslim Jilid 11, Libanon: Dar al-
Kutub al-limiyah, t.th.
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Dalam pemikiran hukum Islam bila dikaitkan dengagrupahan
social, muncul dua teorPertama teori Keabadian yang meyakini bahwa
hukum Islam tidak mungkin bisa berubah dan dirubahingga tidak bisa
beradaptasi dengan perkembangan zaman. Peran akalisilm hanya
memahami doktrin teks-teks hukum.

Kedug teori Adaptabilitas yang meyakini bahwa hukumans)
sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk kepemtinganusia, dan bisa
beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehinggeaiadirubah demi
mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hukum Istaikat dan dipahami
menurut latar belakang sosio-kultural yang menigejiihya, sehingga peran
akal dapat memahami perputaran hukim.

Dasar lahirnya teori adaptabilitas adalah prinsipslahah yang
merupakan tujuan hukum Islam itu sendiri. Prinsigstahah ini yang
membuat hukum Islam mampu merespons setiap penitstsial’ Dalam
catatan sejarah, eksistensi maslahah sebagai metaleath hukum bila
dikaitkan dengan peran akal di dalamnya, memunoutkaak maslahah yang
berbeda-beda di kalangan pemikiran hukum Islam.

Kata maslahah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan
maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitaslahah Maslahahini secara
bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, fiadaeyus, baik, kebaikan,

guna atau kegunaaMaslahahmerupakan bentuknasdar(adverd dari fi'il

8. Ahsun FuadHukum Islam Indonesi&,ogyakarta: PT LKIS, 2005, him. 16-17.

8 Muhammad Khalid Mas’ud,egal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibife
and Thoughtterj. Yudian W AsminFilsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosf@alrabaya: al-
Ikhlas, 1995, him. 23-24.
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(verb) salaha. Dengan demikian terlihat bahwa, kat@aslahahdan kata
manfaat yang juga berasal dari Bahasa Arab mempuorgkna atau arti yang
sama.

Sedangkan menurut istilah atau epistemolaggsliahahdiartikan
oleh para ulama Islam dengan rumusan hampir beesgnaf antaranya al-
Khawarizmi (w. 997 H.) menyebutkamaslahahadalah al-marodu bil-
maslahatil-mukhaafazatu ‘ala magsudi-syari biddfimufaasidi ‘ani-I-
kholgi, yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak
bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manugnakhluq).
Sedangkan ulama telah berkonsensus, bahwa tujuammhislam adalah
untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keam atau kehormatan.

Tidak jauh berbeda dengan al-Khawarizmi di atasGleszali
merumuskammaslahahsebagai suatu tindakan memelihara tujsyera’ atau
tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islarmung al-Ghazali
adalah memelihara lima hal di atas. Setiap hukung yaengandung tujuan
memelihara salah satu dari lima hal di atas disetagiahahdan setiap hal
yang meniadakannya disebuatafsadah,dan menolakmafsadahdisebut
maslahat® Sedangkan menurut asy-Syatibi dari golongan mabtsixiyah
sebagai orang yang paling popular dan kontropeesidgpatnya tentang

maslahah-mursalahmengatakan bahwaaslahahitu (maslahat yang tidak

8 Malcom H. KeerMoral and Legal Judgment Indevendent of Relevatiinilosophy:
East and West 18968, him, 279.
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ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atambatalkan) sejalan
dengan tindakasyara’ #*

Tujuan syara’ yang harus dipelihara tersebut adate@melihara
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabilee@asng melakukan
aktivitas yang pada intinya untuk memelihara keliaspek tujuan syara’
diatas, maka dinamakamaslahah.Disamping itu untuk menolak segala
bentuk kemadhorotarn(bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara’
tersebut, juga dinamakanaslahatf> Imam al-Ghazali memandang bahwa
suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuana’,syaekalipun
bertentangan dengan tujuan manusia, karena keratamtalmanusia tidak
selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, s&epg didasarkan pada
hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokatam mentukan
kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan sylw&an kehendak dan
tujuan manusi&®

Kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangarkuntnetapkan
hukum menurut al-Ghazali adalah apabfertama maslahahitu sejalan
dengan tindakan syaraKedug maslahahitu tidak meninggalkan atau
bertentangan dengamash syara’. Ketiga maslahah itu termasuk ke dalam

kategorimaslahahyangdhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi

8 Muhammad Khalid Mas'udhp.cit, him. 26.

8 Abu Hamid Al-Ghazali,al-Mustashfa min ‘llmi al-UshulBeirut: Dar al Kutub al-
"limiyah’, 1980, him. 286.

8 |hid.
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maupun orang banyak dan universal, yaitu berlakmasaintuk semua
orang®’

Maslahahmenurut Abu Ishak al- Syathibi dapat dibagi dabdrapa
segi: pertama dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatin tega
macam, yaitu:

(&) Maslahah al-Dharuriyyah
Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhak pakat manusia
di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agamamsidara jiwa,
memelihara akal, memelihara keturunan dan memaliharta. Kelima
kemaslahatan ini disebut dengarmashalih al-khamsah

(b) Maslahah al-Hajiyah
kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakaau a
mengoptimalkan kemaslahatan pokaM-rhashalih al-khamsghyaitu
berupa keringanan untuk mepertahankan dan meneelikaebutuhan
mendasar manusial{mashalih al-khams3gtdiatas.

(c) Maslahah al-Tahsiniyygh
Kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap@rupa
keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi dtehzan
sebelumnya (haslahahal-hajiyyah.

Kedua dari segi keberadaan maslahah, ada tiga macédim, ya

(&) Maslahah al-Mu’'tabarah

87 Ibid, him. 2809.
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Kemaslahatan yang didukung oleh syara’. Maksudmaggnya dalil
khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kenstalalersebut.

(b) Maslahah al-Mulghah
Kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena btngan dengan
ketentuan syara’.

(c) Maslahah al-Mursalah
Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung’sgan tidak pula
dibatalkan atau ditolak syara’ melalui dalil yangct, tetapi didukung
oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits). glahatan dalam
bentuk ini terbagi dua, yaitmaslahah gharibaldanmaslahah mursalah
Maslahahgharibahadalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan
yang sama sekali tidak ada dukungan syara’, baikraerinci maupun
secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatpertseni tidak
ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam tetaslahahmursalah
adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil Syat@u nash yang
rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna rf4sh.

Jumhur Ulama Ushul Figh (Ulama Hanafiyah, Syafiggy
Malikiyyah dan Hanabilah) menetapkan bahwa maslaiia@bat dijadikan
dalil untuk menetapkan hukum, apabila memenuhi 8garat: Pertama
kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syaratedarasuk dalam jenis
kemaslahatan yang didukung nash secara uniedua kemaslahatan itu

bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkisshingga hukum yang

8 Abu Ishak Al Syathibial-Muwafagat fi Ushul al-Syari’ahBeirut: Dar al-Ma’rifah.
1973, him. 8-12.
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diterapkan melaluimaslahah al-mursalahitu benar-benar menghasilkan

manfaat dan menghindari atau menolak kemudar#tetiga, kemaslahatan

itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan rkepggan pribadi atau
kelompok kecil tertentt®
Alasan Jumhur ulama Ushul Figh, antara lain :

(a). Hasil induksi terhadap ayat atau hadits merkkan bahwa setiap hukum
mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.

(b). Kemaslahatan manusia senantiasa dipengarukempbangan tempat,
zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila Sgatglam terbatas
pada teks-teks hukum yang ada, akan membawa legsulit

(c). Merujuk kepada tindakan yang dilakukan olelhdvapa sahabat Nabi
SAW., antara lain Umar Ibn al-Khaththab tidak memilzekat kepada
para mu’allaf, karena kemaslahatan orang banyalunenhal itu. Abu
Bakar Ash-Shiddig mengumpulkan al-Qur'an atas sajamar ibn al-
Khaththab sebagai salah satu kemaslahatan ke#gstaliQuran dan
menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di zastsman bin Affan
demi memelihara tidak terjadinya perpedaan bacda@Qu@an itu

sendiri®°

E. Hukum Progresif di Indonesia
Hukum progresif memasukkan prilaku sebagai unsatiqg dalam
hukum dan lebih khusus lagi dalam penegakkan hulRengalaman bidang

hukum di Indonesia masih kental dengan pengalam#&urh dari pada

8 Ibid.
% Ipid, him. 13.
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pengalaman prilaku. Proses hukum masih lebih dilibebagai proses
peraturan dari pada prilaku mereka yang terlibasitli. Untuk mengatasi
stagnasi disarankan agar aspek perilaku dilihpgrtatikan dan dibicarakan
secara sungguh-sungguh tidak kalah dengan perhi#ibadap komponen
peraturan. Secara sistem hukum menjadi tidak lengizabila komponen
dari sistem tersebut hanya terdiri dari peraturam idstitusi dan atau struktur
saja. Perilaku menjadi bagian integral dari hukwsahingga memajukan
hukum melibatkan pula tentang bagaimana perarkprifa

Secara historis dapat dilihat, penegakkan hukunndibnesia ada
beberapa faktor yang menggerakkan semangat persgakiikunt?
Pertama, substansi hukum di Indonesia (undang-gndam peraturan di
bawah undang-undang) cenderung pasif dan tidakistiky dalam arti bahwa
substansi-substansi hukum tersebut tertinggaldiiaamika masyarakat yang
melahirkan banyak persoalan baru yang sama sattak tersentuh hukum.
Hal tersebut merupakan suatu cerminan bahwa hukesitifpdi Indonesia
masih klasik dan tidak visioné&t.

Kedua, penegakan hukum di Indonesia cenderung piémhain pasif
(lemah) terhadap terdakwa yang notabene punya ndara struktur
kekuasaan yang cukup kuat, baik di masyarakat nmagipypemerintahan.
Salah satu hal yang mengarah pada kondisi tersetaldh kurang aktifnya
jaksa dalam mencari dan mengajukan alat buki untakjerat terdakwa di

persidangan.

%1 Sacipto Rahardjdiukum dan Perilakwop.cit, him. 78.
2 Ibid.
% Ibid.
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Sebut saja dalam penanganan kasus-kasus korupain (s&ng
ditangani di Pengadilan Tipikor) yang melibatkarjapat yang memiliki
pengaruh cukup kuat cenderung mendapat hukuman gangat ringan
dengan kualifikasi kesalahan yang cukup b¥rat.

Berdasar analisis Prof. Surya Jdyabanyaknya terdakwa yang
divonis bebas di PN disebabkan karena bukti yaagikiin oleh jaksa tidak
cukup kuat sehingga mudah dimentahkan oleh terdakvwehih lanjut,
dikatakan bahwa berbeda dengan bukti jaksa, bakity giajukan KPK lebih
kuat dan minimal melampirkan dua alat bukti, sepangsangat kecil
kemungkinan bagi terdakwa untuk lolos dari jeratarkum?® Hal ini
menunjukkan bahwa penegakan hukum tehadap kalaglganmasih jauh

dari pemenuhan rasa keadilan masyarakat maupundeadkum nasional.

Kasus lain terjadi di akhir Mei 2009, dimana untaknunggu jam
tayang siaran langsung sepak bbiga Champions sekelompok pedagang
sayuran keliling yang mengontrak secara bertetariggaar ukuran 2x3
meter, melakukan permainan kartu remi. Bukannyaikneati aksi pemain
bola, tetapi malah datang petugas polsek menang&apmenahan 5 orang
penjual sayuran keliling itu, dengan tuduhan beyjoteskipun barang bukti

yang ada hanyalah Rp.4.009,-.

° Bahkan data TII Transparansi Internasional Indonejiadan ICW (ndonesia
Corruption Watch menyebutkan angka tidak kurang dari 50% terdakasus korupsi yang
ditangani di Pengadilan Negeri divonis bebas.

% Seorang hakirad hocPengadilan Tipikor di Jakarta.

% Tabloid Tribun Timur, edisi 23 Agustus 2009.

" Kejadian tersebut membuat para pakar hukum kaget rdempertanyakan proses
penahanan yang dilakukan aparat kepolisian. Beidpla, anak-anak yang berumur belasan tahun
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Pertanyaan saat ini adalah mungkinkah paradigmagad@an hukum
progresif diterapkan di Indonesia? Untuk menjawatigmyaan tersebut perlu
dikaji terlebih dahulu mengenai dimensi-dimensi upahan atau
pembaharuan hukum nasional. Ismail Saleh mengerankdkhwa dalam
rangka pembaharuan dan pengembangan hukum nasienddpat tiga
dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi Pemeliharaan
Dimensi pemeliharaan adalah dimensi yang berkaitdangan
pemeliharaannfaintenancgtatanan hukum yang telah ada. Pemeliharaan
di sini tidak diartikan sebagai mempertahankannatahukum yang ada
secara penuh, tetapi mempertahankan tatanan déeggaijak pada situasi
atau kondisi yang sudah berubihinilah yang kemudian melahirkan
pemahaman dan penerapan hukum secara holistik dalegha mencapai
nilai-nilai dan tujuan substantif hukum.

2. Dimensi Pembaruan
Aksentuasi dimensi pembaruan adalah peningkatanpéagempurnaan
pembangunan hukum nasional. Dalam konteks pembainianlianut
kebijaksanaan bahwa pembangunan hukum nasional mpiisg

pembentukan peraturan-peraturan perundang-peruadarygng baru,

ditahan karena dugaan berjudi yang sama sekak téadasar. Permainan yang dilakukan oleh
anak-anak tersebut murni sekadar permainan beti@,bukan judi seperti disangkakan oleh
aparat. LSM-LSM pun serempak mengumbar kritik atalakan polisi tersebut, sebab
bagaimanapun, anak seperti mereka sharusnya tiddilad dan dipenjarakan.

% Penulis menyebut hal ini dengan kontekstualisagium, yaitu memahami dan
menerapkan hukum sesuai dengan konteks atau kepas&tmasalahan yang dihadapi. Dengan
demikian, penerapan hukum tidak bersandar padafgpemanormatif belaka, melainkan sudah
melibatkan dimensi eksternal hukum itu sendirifly&ionteks hukum.
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dilakukan pula usaha penyempurnaan peraturan pemgasghdangan yang
telah ada sesuai dengan konteks dan kebutuhan Hikum

3. Dimensi Penciptaan
Dimensi ini disebut juga dengan dimensi kreatifit@erkembangan yang
pesat pada berbagai bidang ilmu pengetahuan daolégk berimplikasi
pada kehidupan berbangsa dan bernegara, khususihy@adg ekonomi
yang melahirkan gagasan baru, lembaga baru, daralidigsi transaksi
keuangan. Hal ini membutuhkan peraturan baru yamgrto bahwa harus
diciptakan peraturan perundang-undangan baru yagmgakomodir hal
tersebut, sehingga fungsi hukum sebagai alat rekas@asiallaw as a tool
of social engineeringdapat terlaksana dengan baik.

Dengan melihat dimensi pembaharuan hukum nasiaraklut,
dapat dipahami bahwa pada dasarnya pembaharuammsgsional menuju
hukum progresif merupakan proses yang sistemik darkelanjutan.
Penegakan hukum progresif sebagai unit dari sisigmm progresif sebagai
gagasan yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardimgas mungkin
diterapkan di Indonesia, paling tidak karena bgieetzal. Pertama, landasan
pemikiran penegakan hukum progresif sudah mengglarkembangan, baik
di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. SatjiRahardjo, sebagai

tokoh yang mencetuskan ide hukum progresif telahamamkan dasar-dasar

% Pembaruan menurut Abdul Mannan tidak perlu dilakuksecara radikal atau
membongkar semua aturan yang ada, tetapi cukupratgang dianggap sudah tidak relevan
dengan situasi yang ada dan paradigma penegakammhulasional. Lihat Abdul Mannan,
Reformasi Hukum Islam di Indonesiakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, him. 14.
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sistem hukum modern yang holistik dan berorienpasia pencapaian tujuan
substantif hukum, yaitu keadildf’

Kritik atas model penegakan hukum yang hanya “m@ngedang-
undang” oleh Satjipto Rahardjo dijabarkan dengasp@sisi filsafati, yaitu
penegakan hukum harus dilakukan sebagai kegiatanpen hukum; suatu
proses untuk menggali dan menemukan jiwa hukumsdédiri, sehingga
hukum tidak dijalankan secara pasif. Lebih lanjutkum dalam perspektif
hukum progresif merupakan upaya berkesinambungaatif inovatif, dan
berkeadilan. Ufran mengemukakan bahwa penegakamrhypkogresif tidak
hanya melibatkan kecerdasan intelektual belakaaimein juga melibatkan
kecerdasan emosional dan spirittfalDengan kata lain penegakan hukum
merupakan upaya yang dilandasi determinasi, emgatlikasi, komitmen
terhadap penderitaan bangsa dan disertai dengaarakédn untuk mencari
jalan lain yang berbeda dengan jalan atau caragtmional.

Kedua, secara faktual riak penegakan hukum prdgetah ada dan
mulai dikampanyekan oleh sebagian penegak hukumolisg&an misalnya
secara massif mengkampanyekan iklan maupun slogary yesensinya
membuat pencitraan positif kepolisian di masyarakampanye institusi
polisi sebagai mitra dan pelayan masyarakat mearpakaya sistemik yang
bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayakepolisian sekaligus
mengembangkan Kkerja sama yang padu dengan madyadstam

menegakkan hukum.

1% hid, him. 15.
191 | jhat dalam Pengantar Editor bukdukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum
Indonesia Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, him. viii.
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Ketiga, masyarakat, dalam hal ini direpresentasddah LSM-LSM
semakin menunjukkan kepekaannya terhadap upayaggea® supremasi
hukum. Lembaga-lembaga independen seperti ICW, ®dmn, LBH semakin
menunjukkan kontribusinya dalam mengawal peneghk&am di Indonesia.
Tidak jarang kritik tajam ditujukan kepada penedmikum yang dianggap
lamban dan tidak serius dalam menangani perkara.

Kondisi-kondisi faktual demikian sesungguhnya makgmn aset
dalam menghidupkan penegakan hukum yang progr8siatinya, untuk
membangun suatu sistem penegakan hukum yang lpEkukan kerja sama
dari semua unsur dalam sistem. Bekerjanya setiapruakan menggerakkan
roda penegakan hukum secara berkelanijtifan.

Dalam konteks ini pula, penegakan hukum progrearus dilihat
sebagai upaya menyeluruh. Upaya tersebut tidakahpaga unsur struktur
dan kultur hukum, melainkan merangsek ke unsurtanbshukum, terutama
hukum formil. Pembaruan aturan-aturan dalam pemgpd@dangan yang
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamikganatat merupakan
keniscayaan, sehingga esensi penegakan hukum gifolgeear-benar dapat

dilaksanakan.

192 Abdul Mannanpp.cit, him. 16.



